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Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 





ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  Fathah A A 
 Kasrah I I 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  




a dan i 
 
  




a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 



















a dan garis di 
atas 
  


















4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf  hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 




8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
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           Pokok masalah dari penulisan ini adalah: 1) bagaimana praktik pemberian 
sumbangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai. 2) 
bagaimana ketentuan mengenai pemberian sumbangan menjelang Pemilihan 
Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pemilu, dan 3) bagaimana Perspektif 
Hukum Islam terhadap pemberian sumbangan menejelang Pemilihan Kepala 
Daerah.  
Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun  Jenis pendekatan 
yang digunakan berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan 
pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada 
aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan melalui: Observasi, 
wawancara, dan dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
sumbangan saat menjelang pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai berawal 
dari interaksi agen yang membentuk suatu rutinitas dan terjadi di dalam ruang dan 
waktu di dalam kegiatan kampanye, pengumpulan tim sukses, kegiatan 
keagamaan, silaturahmi, serta warung sebagai arena politik dan pawai. Semua ini 
adalah tindakan yang merupakan bagian dari praktik politik yang terus mewabah 
di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terkait dengan pemberian sumbangan 
saat menjelang pilkada baik pemberi dan penerima diatur dalam UU Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000 (satu miliar rupiah), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dalam pasal 149. Selanjutnya, dalam hukum Islam tindakan pemberian 
sumbangan  sama dengan suap menyuap atau risywah. Dengan dasar dalam QS. 
al-baqarah/ 2 : 188 dan Hadist riwayat Ahmad. 
Implikasi dari penelitian ini adalah dalam memberantas tindakan money 
politic bagi  masyarakat  disarankan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  
mengurangi perilaku  money politic  yang dilakukan oleh expert agen. Cara yang 
dapat  dilakukan oleh  masyarakat  dengan  tidak  menerima  pemberian  barang  
atau  uang  saat  ada pemilu maupun pilkada dan masyarakat harus berani 
melaporkan adanya praktik money politic kepada  pihak yang berwenang dan Bagi  
pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  dalam  pemilihan  umum, disarankan  
untuk  membenahi  peraturan-peraturan  mengenai  pemilu, mengingat undang-
undang  yang digunakan sebagai acuan pemilu mendefinisikan  politik  uang 




 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai 
otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih 
(konsistituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan 
legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan 
kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan 
dinyatakan sebagai kepala daerah yang  akan memimpin suatu wilayah dalam 
beberapa jangka waktu tertentu ke depan.1 
Pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut 
sistem perwakilan. Pemilu sebagai implementasi demokrasi telah digunakan 
hampir sebagian besar negara didunia termasuk Indonesia, yang merupakan 
negara heterogen. Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan 
dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan 
pemilu langsung dari presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur, 
bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan 
individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin sesuai 
dengan aspirasi.  
Pemilu hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai 
politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud 
nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang kedaulatan berada ditangan rakyat, 
                                                                   
1Andi Akbar, “Pengaruh Money Policts Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 
2015 DiKabupaten Bulukumba (Studi kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)”, Skripsi, (Makassar: 




maka, kekuasaan harus dibangun dari bawah. Konsekuensinya, kepada rakyat 
harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Pasal 28 UUD 
1945 dengan tegas menyatakan “kemerdekaaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam 
Undang-Undang”. Maksudnya, disana dinyatakan bahwa pasal 28 ini serta pasal-
pasal lain yang mengenai penduduk dan warga negara hasrat bangsa Indonesia 
untuk membangun negara yang bersifat ber-perikemanusiaan. Jadi yang 
diperlukan untuk memperinci ketentuan pasal 28 ini adalah sebuah Undang-
Undang yang mengatur tentang “kebebasan berserikat” warga negaranya. Bukan 
sebuah Undang-Undang yang justru akan membatasi warga negaranya untuk 
menyampaikan aspirasi suaranya.2 
Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk 
mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan 
kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Adapun 
mengenai dalam perihal tentang berkampanye, awal dari berjalannya mengenai 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan 
pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Dalam konteks ini, kampanye 
pemilihan dapat dilakukan dengan memilih titik berat tertentu: 
a. Dampak media terhadap strategis dan jalan kampanye, 
b. Pengaruh media terhadap pemili, 
c. Iklan kampanye,  
d. Repotase kampanye, dan  
                                                                   
2
Syamsul Hadi, “Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, 
Skirpsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2012), h. 2. 
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e. Isu-isu yang berkaitan tentang teori demokrasi yang muncul sebagai 
konsekuensi dari media massa.3 
Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya 
dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan starategi 
pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka 
memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan 
memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar 
hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun 
politik”.4 
Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi 
khususnya pada masa kampanye, salah satunya Money Politics. Inilah kasus yang 
paling sering dijumpai dalam masa kampanye. Namun kasus yang dijumpai saat 
ini sering dibahasakan dengan “Pemberian Sumbangan”. Sumbangan adalah 
sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan 
hukum. Pemberian ini bersifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat 
keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, 
mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa 
darurat bencana atau dalam keadaan tertentu.5 
Berdasarkan fakta yang terjadi dalam politik ketika berkampanye 
sumbangan yang dimaksud tidak sesuai dengan pengertian sumbangan yang 
sesungguhnya, yaitu ketika memberikan sumbangan kepada seseorang tidak 
seharusnya mengharapkan imbalan. Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat 
baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah 
                                                                   
3
Pawito, Komunkasi Politik Media Massa dan Kampaye Pemilihan (Cet I; Yogyakarta: 
Jalasutra, 2009), h. 166.  
4Andi Akbar, “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada 
Pilkada 2015 DiKabupaten Bulukumba (Studi kasus desa Barugae Kec. Bulukumba)”, h. 2.  
5
https://id.wikipedia.org. Pengertian Sumbangan (diakses pada tanggal 14 Agustus 
2018 pukul 01.36 WITA). 
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memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. 
Pemberian itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam 
mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-
Taubah/9:71.  
                         
                    
               
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(berbuat yang ma’ruf), dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 
sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 
akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, 
Mahabijaksana”.6 
 
Ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang-orang 
beriman dimana memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah kepada yang 
mungkar, menaati Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya artinya taat 
kepada apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. 
Kemudian dijelaskan kembali bahwa orang-orang yang menghiasi diri dengan 
sifat- sifat tersebut. Kemudian diakhir ayat Allah akan memuliakan orang-orang 
yang menaati-Nya. Dalam berkampanye apa yang diperintahkan Allah swt. Tidak 
ditaati mereka tutup mata dalam hal apa yang dilarang dan diperintahkan. 
Sumbangan dalam Pemilukada hanya bahasa halus untuk memanipulasi 
masyarakat agar mereka merasa simpati, dan dengan bahasa halus ini mudah 
mempengaruhi seseorang dan memberikan hak suaranya. Sumbangan seharusnya 
                                                                   
6
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid  (Cet. I; Jawa Barat: Syma,  
2014), h. 198. 
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bersifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan. Ketika berkampanye 
iming-iming yang sering digunakan selain uang adalah berupa sembako, bahan 
dapur, sarung. Itu hal yang sering dijumpai bahkan banyak sumbangan yang 
diberikan bila dinominalkan dengan uang itu sangat tinggi harganya, mereka 
memberikan kepada masyarakat awam yang kurang mampu sehingga timbullah 
rasa simpati dari mereka yang memiliki modal besar akan lebih bisa 
mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Hal ini tidak adil dan tidak mendidik 
sama sekali. Dalam Pemilukada politisi terbiasa berbohong dan berdusta tanpa 
bisa menepati janji secara penuh. Tujuan mereka adalah mencari kekuasaan harta 
yang menjadi cita-cita mereka. Kepentingan rakyat diabaikan ketika telah terpilih 
dan kepentingan pribadi dijunjung tinggi. Masyarakat hanya mendapatkan 
sumbangan yang diberikan sebelum terpilihnya menjadi politisi setelah terpilih 
masyarakat diabaikan. 
Dalam pemilihan Kepala Daerah seharusnya dilakukan dengan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai perwujudan sistem 
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi 
kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efesien sehingga 
tercapainya tujuan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Namun 
berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan 
Tellulimpoe masih ditemukan beberapa praktik-praktik money politic di tengah-
tengah masyarakat. Sehingga pemilihan Kepala Daerah tidak lagi dilakukan 
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secara jujur melainkan karena adanya unsur balas budi atas pemberian hadiah atau 
sumbangan dari tim-tim calon Kepala Daerah yang bersangkutan. 
Pada saat ini pemberian sumbangan ketika pilkada dikabupaten Sinjai 
sangat memprihatinkan ketika malam sebelum pemilihan mereka yang menjadi 
tim sukses bergerak untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat biasanya 
sering disebut dengan serangan fajar, ini bertentang dengan aturan dalam pemilu.  
Kenyataan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi hemat penulis 
dalam skripsi ini adalah “Pemberian Sumbangan Menjelang Pemilihan Kepala 
Kepala Daerah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupuaten 
Sinjai)”.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah pemberian sumbangan menjelang pemilihan 
kepala daerah ditinjau dari hukum islam (studi kasus di kabupaten sinjai). 
2.   Deskripsi Fokus 
1. Tinjauan Hukum islam 
2. Pemberian Sumbangan 
3. Pemilihan Kepala Daerah 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Tinjauan hukum islam Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa dan penyajian data 
yang dilakukan secara sistematis dan 
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objektif mengenai syariat Islam. Syariat 
Islam adalah wahyu Allah yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah 
(hhadits). Hukum Islam bersifat 
fundamental, mempunyai ruang lingkup 
yang lebih luas dari fikih, berlaku 
abadi, dan menunjukkan kesatuan 
dalam Islam. 
Pemberian sumbangan  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
pemberian berarti sesuatu yang 
diberikan,   sedangkan Sumbagan atau 
donasi adalah sebuah pemberian pada 
umumnya yang bersifat secara fisik. 
Jadi, pemberian sumbangan adalah 
sesuatu yang didapat dari orang lain 
(karena diberi) oleh perorangan atau 
badan hukum, pemberian ini 
mempunyai sifat sukarela dengan tanpa 
adanya imbalan bersifat keuntungan, 
walaupun pemberian donasi dapat 
berupa makanan, barang, pakaian, 
mainan ataupun kendaraan akan tetapi 
tidak selalu demikian, pada peristiwa 
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darurat bencana atau dalam keadaan 
tertentu lain misalnya donasi dapat 
berupa bantuan kemanusiaan atau 
bantuan dalam bentuk pembangunan, 
dalam hal perawatan medis donasi 
dapat pemberian tranfusi darah atau 
dalam hal transplantasi dapat pula 
berupa pemberian penggantian organ, 
pemberian donasi dapat dilakukan tidak 
hanya dalam bentuk pemberian jasa 
atau barang semata akan tetapi 
sebagaimana dapat dilakukan pula 
dalam bentuk pendanaan kehendak 
bebas. 
Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan Gubernur dan 
Pemilihan Bupati atau Wali kota yang 
merupakan sarana pelaksanaan 
kedaulatan Rakyat di Provinsi dan 
Kabupaten atau Kota untuk memilih 
Gubernur dan Bupati atau Wali kota 





C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok masalah 
penelitian adalah “Bagaimana Pemberian Sumbangan Sebelum Pemilihan Kepala 
Daerah Di Tinjau Dari Hukum Islam?”Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 3 
sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana praktik pemberian sumbangan menjelang Pemilihan Kepala 
Daerah  di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaiamana ketentuan mengenai pemberian sumbangan Pemilihan Kepala 
Daerah Menurut Undang-undang Pemilu? 
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian sumbangan 
sebelum Pilkada? 
D. Kajian Pustaka 
1. Kacung Marijan, dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia Konsolidasi 
Demokrasi Pasca-Orde Baru”. buku ini menjelaskan tentang Akumulasi 
proses Demokratisasi, sistem politik yang berubah, bagaimana problem 
sentralisasi kekuasaan, sistem pemilu dan menjelaskan partisipasi publik, 
budaya politik publik dan demokrasi serta menjelaskan transisi demokrasi 
di daerah. Buku ini memiliki banyak kaitannya dengan skripsi penulis. 
Akan tetapi dalam buku ini tidak menyinggung upaya-upaya yang 
ditempuh dalam memulihkan pandangan publik tentang  pemilihan secara 




2. Leo Agustino, buku yang berjudul “Pilkada dan Dinamika Politik Lokal”. 
menjelaskan mekanisme penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah, 
permasalahan-permasalahan yang menyelimuti pilkada, politik lokal, dan 
bisnis politik pasca pilkada. Akan tetapi buku ini tidak menjelaskan secara 
terperinci bagaiamana solusi dari permasalahan masalah pilkada, dan hal 
inilah yang menjadi salah satu fokus bahasan dalam skripsi ini. 
3. Heru widodo, dalam bukunya “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada 
Serentak”, yakni menjelaskan dinamika pemilihan kepala daerah secara 
langsung, pemilihan langsung untuk jabatan publik, kepala daerah dipilih 
secara demokratis, pilkada, pemilukada, pemilihan Gubernur, pemilhan 
Bupati dan atau walikota, pemilihan secara serentak, dan hukum acara 
perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi buku ini hanya 
membahas secara umum mengenai pilkada dan pemilukada yang berkaitan 
dengan skripsi ini. 
4. Abd. Muin Salim, buku yang berjudul “Konsepsi Kekuasaan Politik dalam 
Al-Qur’an”. membahas tentang politik dan kekuasaan politik, serta ajaran-
ajaran dasar mengenai kekuasaan politik. Buku ini banyak menunjang 
penulisan skripsi mengenai politik dalam Al-qur’an. 
5. Abdul Wahhab Khalaf, buku yang berjudul “Politik Hukum Islam”. 
menjelaskan Politik hukum Perundang-undangan dalam Islam yang 
menjamin politik yang adil. Dan juga menjelaskan tentang Politik 
keuangan dalam Islam. Buku ini menunjang penulisan skripsi mengenai 
Politik Hukum Islam. 
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E. Tujuan dan Kegunaan  
1. Tujuan  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
a. Mengetahui praktik pemberian sumbangan menjelang Pemilihan Kepala 
Daerah di Kabupaten Sinjai. 
b. Mengetahui ketentuan mengenai pemberian sumbangan menjelang 
Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pemilu. 
c. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pemberian 
sumbangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah . 
2. Kegunaan  
a. Secara Teoretis  
1) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 
khususnya hukum yang mengatur tentang pemberian sumbangan 
menjelang Pemilihan Kepala Daerah. 
2) Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan para 
pembaca atau masyarakat pada umumnya dan penulis pada 
khususnya. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam 
mengatur hukum yang berkaitan dengan pemberian sumbangan 
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terhadap pemberian sumbangan menjelang Pemilihan Kepala 



































A. Pengertian Pemilukada dan Money Politic   
1.  Pengertian Pemilukada 
Sejalan dengan amandemen Undang-Undang dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan 
bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan yang 
diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam Negeri dan 
pengembangan sistem pemrintahan termasuk sistem penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis. Sebagai konsekuensi Negara 
Hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindak lanjuti 
dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan bidang 
pemerintahan yang dilakukannya perubahan Undang-Undang yang mengatur 
susunan dan kedudukan majelis permusyarawatan  rakyat,  
 Pemilihan  kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara 
langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. 
Pemilihan kepala daerah dilakukan satu  paket bersama dengan wakil kepala 
daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup 
Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Provinsi dan wakil bupati 
untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
1
 
                                                                   
1
Leli Salman Al fairi, “Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara 
langsung” Sebuah Pilihan Model Daerah Pemerintahan Demokratis”, Jurnal Aspirasi 1, no.2 




Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
penyelenggaraan  pemilu, mekanisme pengisian jabatan dengan pilkada bukan 
lagi menjadi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi menjadi bagian dari pemilu, yang 
penyelanggaraannya dibawa koordinasi KPU secara nasional. Istilah pilkada 
ikutpun berubah menjadi pemilhan umum kepala daerah disebut 
“PEMILUKADA”.2 
2. Pengertian Money Politic 
Money Politic atau Politik uang  adalah suatu bentuk pemberian atau janji 
menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk 
memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat 
pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. 
Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya 
dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari 
H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian 
berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat 
dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan 
suaranya untuk partai yang bersangkutan.3 
Money politics atau  masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap 
menyuap atau secara istilah (Kamus Bahasa Indonesia) suap adalah memberi uang 
dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan 
kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan secar istilah dalam islam disebut Ar-
Risywah, Menurut Al-Mula Ali Al-Qari Rahimahullah “Ar-Risywah (suap) adalah 
                                                                   
2
Heru widodo, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah 





suatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan 
perkara yang bathil (tidak benar).” Money politic juga memiliki arti yang 
tergolong sama dimana money politics dilakukan dengan tujuan memudahkan dan 
mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu dengan melakukan tindakan 
pelanggaran dan mengagalkan segala hak asasi manusia yang dimana masyarakat 
bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin).4 
Praktek dari Money Politics dalam pilkada sangat beragam. Diantara 
bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: 
1. Distribusi sumbangan  baik berupa barang atau uang kepada para kader 
partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, 
2. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi 
kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal,  
3. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan 
atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya 
penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan 
lain-lain.5 
Dari sisi waktunya, praktik Money Politics di negara ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra 
pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi,  masa kampanye, masa tenang 
dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah  para pemilih, terutama mereka 
yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah 
                                                                   
4Andi Akbar, “Pengaruh Money Policts Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada 
Pilkada 2015 DiKabupaten Bulukumba (Studi kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)”, Skripsi, 
(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h.6. 
5
Elvi Juliansyah,  PILKADA: Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ( Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 32.  
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pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang 
tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan 
rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-
keputusan strategis.  
Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktik tersebut, bahwa 
praktik politik uang dengan sasaran the voters, pemilih atau rakyat secara umum 
akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya sangat 
luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang, barang 
maupun hadiah benar-benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah 
memberikannya barang atau hadiah ataukah mereka berkhianat. Karena dalam 
masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu maupun pilkada bukan 
saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi hadiah atau uang. 
Adapun keberhasilan praktik Money Politics pada tahapan yang kedua 
lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang 
kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan 
pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, 
keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku Money Politics 
tersebut dinyatakan  kalah dalam pemilihan. Dengan demikian  para pengkhianat 
sulit dilacak. Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika 
Money Politics tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik 
tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana 
yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab 
pihak yang diuntungkan dalam praktik Money Politics adalah pihak pemberi, 
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karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak 
ternilai. Adapun yang dirugikan adalah  rakyat. Karena ketika parpol tersebut 
berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang 
lebih menguntungkan pihak penyumbangnya, kelompoknya daripada interest 
public. 
Bagaimanapun juga Money Politics merupakan masalah yang 
membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka 
pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut 
mencicipi. Namun, apakah tujuan jangka pendek yang bersifat ekonomis harus 
mengorbankan tujuan jangka panjang yang berupa upaya demokratisasi dan 
pembentukan  moralitas bangsa. Demoralisasi yang diakibatkan oleh Money 
Politics akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) 
maupun teologis (konsekuensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud 
mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau 
mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya 
tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.6 
B. Ketentuan Hukum Mengenai Pemilukada dan Money Politic 
Peraturan  yang bersifat yuridis mengenai politik uang (Money Politics) 
ini, yaitu larangan bagi para calon kandidat pemilihan baik pemilihan umum 
maupun pemilihan kepala daerah yang akan  mencalonkan diri mereka dalam  
pesta demokrasi yang berlangsung. Peraturan tersebut antara lain: 
                                                                   
6
Http://fahrurozi89.wordpress.com/2009/07/28/money-politic/  (Diakses pada tanggal  
27 Februari 2018 pukul 10. 20 Wita)  
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1. BAB XX Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu 
Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 247 Ayat 1 sampai Ayat 10. 
2. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu 
Pasal 252, Pasal 253 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 254 Ayat 1 sampai Ayat 
3, Pasal 255 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 256 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 
257 Ayat 1 sampai Ayat 3. 
3. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai Perselisihan Pemilu Pasal 
258 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 259 Ayat 1 sampai Ayat 3. 
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2008 mengenai Pemberhentian Kepala 
Daerah (yang sudah dilantik atau yang akan dilantik) Pasal 29 Ayat 1 
sampai 4, Pasal 30 Ayat 1 smapai 2, Pasal 31 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 
32 Ayat 1 sampai Ayat 7, Pasal 33 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 34 Ayat 1 
sampai Ayat 4, Pasal 35 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 36 Ayat 1 sampai 
Ayat 5. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 yang mengatur larangan politik uang dalam Pasal 47 dan 73 ayat 1 
Pasal 47 : 
1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau  memberikan 
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. 
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) berdasarkan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi 
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dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan 
pertaturan Perundang-undangan. 
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 
dimaksud yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan. 
Kelemahan yang ada dalam pasal ini adalah bahwa ternayata Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak 
secarategas mengatur sanksi terhadap pelanggaran pidana politik uang atau 
pemberian uang atau materi lainnya baik yang dilakukan oleh Calon kepala 
Daerah- Wakil Kepala Daerah maupun tim kampanyenya. Pasal ini hanya 
mengatur sanksi berdasrakan peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi pidana 
yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tidak secara tegas mengatur baik sanksi minimal atau  sanksi 
maksimal hukuman penjara bagi pelaku politik uang maupun sanksi minimal dan 
maksimal hukuman denda yang harus dibayar oleh pelaku politik uang yang 
terbukti bersalah.  Dengan demikian ketentuan sanksi yang ada pada undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 lebih 
tidak tegas lagi dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
C.  Dampak Money Politic Terhadap Pemilu yang Demokratis 
Ciri khas demokrasi adalah  adanya kebebasan (freedom), persamaan 
derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Di lihat dari sudut 
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ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya 
kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang 
ada. Dengan demikian adanya praktik Money Politic berarti berdampak terhadap 
bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari 
dalam praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi 
yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani 
inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Sisi etika politik yang lainnya adalah 
pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik 
tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya 
menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi 
objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. 
Money Politic bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama 
juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk 
kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka 
sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.7 
D. Sanksi Money Politic 
Dalam pemaparan berikut sanksi hukum money politic adalah ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana money 
politic. Tindak pidana money politic itu sendiri juga merupakan tindak pidana 
jenis pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan 
tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena money politic adalah delik 
                                                                   




aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak 
yang dirugikan.   
Maka berdasarkan asas hukum Lex Specialis De raget Lex Generalis, 
artinya bahwa peraturan  khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan 
juga atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-Undang yang baru (Undang-
Undang Pemilu), maka terhadap Tindak Pidana Pemilu yang setelah Undang-
Undang Pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak Orde 
Baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP. 
Hubungan antara ketentuan dalam Pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam 
KUHP: Jikalau Undang-Undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka 
kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya “berarti jika 
perbuatan dilakukan setelah Undang-Undang yang baru lahir, tidaklah perlu 
dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. 
Sejalan dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori, yang artinya 
Undang-Undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari Undang-
Undang yang dahulu. 
Undang-Undang pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2003 
tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-Undang tersebut menyebutkan 
bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang 
kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta 
pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga 
surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 
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Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah). 
Dalam ketentuan administratif  pasal  77 Undang-Undang No.12 tahun 
2003 tentang  pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan 
bahwa calon anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim 
kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya 
untuk untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, 
sedangkan ketentuan  pidananya pasal 139 ayat 2 Undang-undang No.12 tahun 
2003 menyatakan, bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau 
menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak 
menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau 
menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi 
tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp 1 – Rp 10 juta". 
Dalam Materi Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2004 Kabupaten Kendal 
juga menyebutkan “Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan 
suara, calon anggota DPD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 
mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut 
dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU Provinsi/KP Kabupaten/Kota. 
(Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 1-2) tentang kampanye 
pemilihan umum. Undang-Undang RI No 23 tahun 2003 Pemilihan Umum 
Presidan dan Wakil Presiden 2004 tentang kampanye dan dana kampanye dalam 
pasal 42 ayat 1 yang intinya menyebutkan bahwa "Pasangan calon dilarang 
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menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 
pemilih". Dan diperjelas ayat 2 yang dimaksudkan apabila terbukti melakukan 
pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap 
dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. 
Dalam pasal berikutnya yaitu pasal  90 ayat 2 Bab XII Ketentuan Pidana 
UU RI No.23 pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbunyi : 
“ Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang 
atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak 
pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak 
pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling 
lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit RP 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah)”. 
 
Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan 
kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan “Barangsiapa pada waktu diadakan 
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan 
sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya 
memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. Dan pada ayat 2 nya pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang 
dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap. 
Cara tersebut ini biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh 
yang menyuap itu. Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang 
menyebutkan”pasal-pasal dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku 
bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan 
pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. 
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Kesimpulan diatas, selain undang-undang khusus (lex specialis) yang telah 
disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal diatas. Dari 
segi hukum kasus money politic belum tentu dapat dipersalahkan karena harus 
dibuktikan dari pengadilan, tetapi ada kaidah normatif yang mengagnggap money 
politic sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistemdemokrasi yang sedang 
dibangun. Menurut Romo Mudji money politic bukan saja secara moral salah dan 
menurut agama dilarang. Tetapi juga memiliki dampak kedepan yang sangat 
berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan 
rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat sendiri.8 
E. Larangan Money Politic 
Politik uang menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama 
pemilihan umum. Walaupun undang-undang melarang namun praktek money 
politic masih tetap ada dan tidak sedikit yang diproses secara hukum. Regulasi 
terbaru yaitu undang-undang nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu yang terkena 
sanksi hanya pemberi bukan penerima, dan bagi penerima bisa melaporkan 
pelakunya. 
Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam 
kenyataannya modus money politic tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan 
seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang 
tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan money poltic. 
Sebab secara moral ia telah berhutang  budi pada si pemberi dan secara hukum ia 
pasti kena jeratan hukum juga. Telah dijleaskan dalam Undang-Undang No. 10 
Tahun 2008 pasal 84 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berisi 





bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau 
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye 
secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan 
e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan dalam pasal 532 
ayat (2) yakni pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja 
pada masa tenang menjanjikan atau berikan imbalan materi lainnya kepada 
pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dimana dimaksud pasal 278 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan denda paling banyak 
Rp. 48 juta.9 
F. Money Politic Dalam Hukum Islam 
Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan 
Islam merupakan hal yang dinamis dan menarik, karena setiap komunitas Islam 
mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta kemampuan 
menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah melahirkan cara 
pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-
masing kelompok Islam tersebut satu yaitu Alquran dan Sunah, cara untuk 
menafsirkan teks akan sangat tergantung pada orientasi sosial politik dari pihak 
yang melakukan penafsiran. 
Rujukan kepada Islam baik yang otentik maupun yang tercemar telah 
membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial Islam, akibatnya melahirkan 
semacam fragmentasi pemahaman keagamaan antara umat dengan pemimpin 
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umat. Fragmentasi pada level penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan 




Praktik jual beli suara (money politic) dalam pemilukada termasuk dalam 
kategori  risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil 
sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan 
tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi 
atau orang lain. Dalam  hukum  Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan 
mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah,  dan  
ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu 
bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak 
benar.  Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan  
risywah.  Karena  risywah  dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang 
diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.  Al-
Fayyumi  menyebutkan bahwa risywah  adalah sesuatu yang diberikan kepada  
seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut 
kehendak orang yang memberikan sesuatu itu. 
Ungkapan senada juga dikemukakan oleh  Ibnu Hazm dalam kitab  al-
Muhalla, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya 
untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk 
mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat (1)  terdapat kemiripan antara korupsi dan  
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risywah, di mana  korupsi didefinisikan dengan: “Memberi  atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai 
negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.11 
Dalam Al-Qur’an,  risywah  digolongkan dalam kata umum batil, yaitu 
meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan 
termasuk praktik jual beli hak suara  untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, 
dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan 
menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam 
sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. 
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa praktik  money politic  dalam pemilu  
tergolong perbuatan  risywah, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh 
Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam 
syari’at.  Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan 
legal yang terkait dengan jabatan atau   pekerjaan merupakan harta ghulul atau 
korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda 
“terimakasih”  akan tetapi dalam konteks dan perspektif  hukum  Islam bukan 
merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” 
yaitu semi suap, atau juga  risywah masturoh yaitu suap terselubung dan 
sebagainya. 
Penjelasan  diatas telah jelas  bahwa  risywah  atau korupsi (suap) adalah 
sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat  lainnya dengan 
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segala bentuk dan caranya,   sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau 
sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat 
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A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuan, dasar 
kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar 
metode utamanya yang dipakai. Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian 
berdasarkan pada tujuannya terbagi atas penelitian eksploratoris, penelitian 
deskripstif dan penelitian eksplatoris1. Jenis penelitian berdasarkan atas dasar 
kegunaannya dibagi menjadi penelitian murni (pure research atau basic research) 
dan penelitian terapan (applied research). Menurut Suriasumantri2 bahwa jenis 
penelitian menurut metodenya terbagi atas peneltian historis (historical research), 
penelitian survey, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen (experimental 
research), penelitian evaluasi (evaluation research), penelitian pengembangan 
(research development), penelitian tindakan (action research), penelitian 
naturalistik, dan penelitian kebijakan (policy research). Adapun jenis penelitian 
dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, terbagi atas penelitian 
lapangan (field research), penelitian kepustakaan (library research), dan 
laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang dibedakan atas dasar metode 
utamanya dipakai terbagi atas penelitian survey, penelitian kasus (case research), 
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penelitian eksperimen (experimental research), penelitian grounded (grounded 
research).3 
Sedangkan menurut Sukmadinata4 jenis data dan analisisnya, penelitian 
dibedakan menjadi penleitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian gabungan 
kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis penelitian lainnya seperti 
menurut tingkat eksplanasi (penjelasannya), menurut tingkat, menurut sifat 
permasalahannya, dan lain-lain. 
 Karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka dalam penyusunan 
skripsi ini digunakan istilah jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum 
dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian 
empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 
Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 
untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 
hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang 
diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau 
badan pemerintah. 
Adapun lokasi penelitian adalah di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten 
Sinjai dengan mengumpulkan beberapa data melalui wawancara dan observasi di 
tengah-tengah masyarakat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan Berdasarkan permasalahan yang 
diajukan, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan 
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 Yulius Slamet, Metode Penelitian Sosial, h.71. 
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Sukmadinata dalam Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 
2011), h.34.  
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penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) 
berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan 
di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan 
melihat praktek yang terjadi di lapangan.5 Jadi penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penerapan 
diversi. 
C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data, maka dilakukan 
penelitian lapangan di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode 
pengumpulan data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung 
di lapangan (field research) atau melalui wawancara langsung dengan warga 
masyarakat, Panwaslu, Panitia TPS dan Tim Sukses para calon Kepala Daerah. 
2. Data sekunder 
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder 
didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber. Data sekunder berupa:  
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang terdiri atas 
buku-buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum yang berkaitan erat 
dengang pembahasan skripsi ini.  
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b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu 
dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti 
buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan 
penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan6. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti.7Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas 
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan 
secara langsung mengamati objek. Penulis menggunkan teknik ini untuk 
mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. Alat pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. 
Pada observasi ini penulis akan menggunakan dengan maksud untuk mendapatkan 
data yang efektif mengenai efektifitas penerapan diversi terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan  salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 
(pewawancara) dengan sumber data (Informan)8. Komunikasi tersebut dapat 
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung 
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Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, h. 30.   
7
Husaini Usman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 
h. 54. 
8
 Rianto Adi,  Metodelogi penelitian social dan hokum, (Jakarta:Granit, 2005), h.72 
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menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan responden 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, dan 
kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawab kepada 
peneliti. Secara langsung wawancara diajukan secara face to face artinya peneliti 
berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal 
yang diinginkan, dan jawaban responden dijawab oleh pewawancara9. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau 
karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, 
meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 
bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik 
secara akademik maupun logikanya.10 
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.11 
                                                                   
9
 Rianto Adi,  Metodelogi penelitian social dan hokum, h.72  
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: 
Alfa Beta,2009), h. 305  
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306 
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Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa : 
a. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
responden dan informan yang berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku Catatan dan Pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat 
dan menulis semua jawaban informan dan responden berdasarkan jawaban 
atas pertanyaan yang berikan. 
c. Kamera 
Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk memotret jika peneliti 
sedang melakukan pembicaraan dengan informasi dan responden. 
d. Alat Perekam 
Alat perekam yaitu alat yang digunakan untuk merekam suara 
informan dan responden selama wawancara berlangsung, hal ini bertujuan 
untuk mendengar kembali jawaban informan yang belum sempat ditulis 
pewawancara di catatannya. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:  
1)  Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.  
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2) Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
3) Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
b. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kulitatif yaitu 
teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk 








A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 
Sinjai yang juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan kota Sinjai. 
Dengan Luas 147,30 km², dengan jumlah penduduk 32.580  jiwa, 10 Desa 1 
Kelurahan serta 88 Rw dan 197 RT dengan penduduk yang  heterogen.
1
 
Masyarakat yang sosial agamis merupakan ciri masyarakat Kecamatan 
Tellulimpoe, yang peduli terhadap lingkungannya ditandai dengan keterlibatan 
masyarakatnya pada kegiatan-kegiatan Sinjai bersih dan sehat yang merupakan 
program pemerintah. Masyarakat Kecamatan Tellulimpoe bersama Pemerintahnya 
serta pihak swasta senantiasa bahu membahu dalam kegiatan pembangunan serta 
kemasyarakatan melalui kegiatan Kerja Bakti rutin, kegiatan Pembangunan Jalan 
maupun masjid secara swadaya, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis serta 
sosial yang tinggi diantara masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. 
Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat pada Kantor Pemerintahan 
berjalan lancar serta adanya pelayanan kantor secara gratis, sehingga memberikan 
ruang dan kebebasan warga masyarakat dalam pelayanan guna meningkatkan 
manusia berkualitas. 
1. Keadaan Geografis dan Topografi 
Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu dari 9 kecamatan di 
Kabupaten Sinjai yang terletak sebelah selatan Kabupaten Sinjai dengan pusat 
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pemerintahan berada di kelurahan Mannanti. Sebanyak 2 desa di Kecamatan 
Tellulimpoe yang  merupakan daerah pantai dan 9 desa lainnya merupakan daerah 
bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut. Kecamatan 
Tellulimpoe  tercatat memiliki luas wilayah sekitar 147,30  km² yang terdiri dari 
10 desa dan 1 Kelurahan . 
2. Demografi 
Registrasi penduduk akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan 
Tellulimpoe tercatat sebanyak 32.58 jiwa yang terdiri atas 17.268  laki-laki dan 
15.786  perempuan, dengan pertumbuhan penduduk 2.00 % setiap tahunnya. 
3. Keadaan Wilayah Administrasi 
Sampai dengan tahun 2016 wilayah Administratif Kecamatan Tellulimpoe  
terdiri atas 10 desa dan 1 kelurahan. Desa Tellulimpoe tercatat memiliki wilayah 
paling luas, yakni 26,73 km², sedangkan desa Saotengah memiliki luas wilayah 
terkecil dengan luas 6,15 km².
2
 
Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan 
mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun fungsi Camat Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai yakni dapat diuraikan sebagai berikut: Perumusan kebijakan 
teknis ditingkat Kecamatan, pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten yang 
dilimpahkan, penetapan rencana strategis Kecamatan untuk mendukung Visi dan 
Misi daerah, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengendalian pemerintahan 
dan pelayanan umum, bidang tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban 
umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa serta kesejahteraan sosial 
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pelaksanaan pembinaan dan pelayanan. Kecamatan Tellulimpoe dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai , maka Kecamatan berkedudukan 
sebagai perangkat daerah kota mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin 
oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah  dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
B. Praktik Pemberian Sumbangan Menjelang Pemilihan Kepala Daerah di 
Kabupaten Sinjai 
 
Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik Money 
politic dalam pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh expert agen (kandidat 
calon Kepala Daerah dan tim sukses) dan lay agen yaitu pemilih selain tim sukses. 
Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui 
kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara 
interaksi pada expertagen dan lay agen berupa sumbangan, sembako, uang tunai, 
barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur. 
Menurut Ibu Sulastri yang merupakan Tim Sukses dari salah satu calon 
kandidat Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa, menurutnya 
pemberian sumbangan menjelang  pemilihan Kepala Daerah  kepada masyarakat 
masih dalam tahap yang wajar, karena menurutnya pemberian sumbangan tersebut 
tidaklah bersifat pemaksaan atau bahkan sebagai sogokan. Sebagai Tim Sukses ia 
mengaku bahwa sumbangan yang ia bagikan itu sebagai sedeqah dan tidak ada 
unsur paksaan untuk memilih kandidat calon yang bersangkutan. Jika calon 
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Bupati tersebut terpilih”Syukur Alhamdulillah” dan jika tidak terpilih ia 
mengikhlaskan segala pemberiannya tersebut sebagai sedeqah dan amal jariyyah.
3
 
Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat  
pemilih yang permitif terhadap  politik uang itu. Pada proses demokrasi di 
Indonesia,  termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek  money 
politics  tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat yang tidak 
peka terhadap bahayanya. Hal itulah yang terjadi di Kabupaten Sinjai khususnya 
di Kecamatan Tellulimpoe.  
Perihal  money politic dari sudut pemilih di pilkada  terjadi karena kuatnya 
persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, 
lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, 
lemahnya aturan main, dan  seterusnya. Pemilih lebih menyukai bentuk kampanye 
terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye 
layak  dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.
4
 
Menurut keterangan Pak Jabbar salah satu ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa 
apapun bentuk dari praktek politik uang itu jelas tidak diperbolehkan termasuk 
pemberian sumbangan berupa sembako, pakaian, makanan, uang dan sejenisnya 
karena hal tersebut telah melanggar peraturan yang ada. Dan jika ditemukan kasus 
seperti itu layak untuk di beri sanksi.
5
 Namun, kenyataannya di Kabupaten Sinjai 
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Sulastri Ningsih (36 Tahun), Tim Sukses Kandidat Calon Bupati, Wawancara, Sinjai, 14 
September  2018. 
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Ahmad Yani, Sri Hayati, Wahyu Eridiana, “Kajian Geografi Politik Terhadap hasil 
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008”(file.upi.edu/Direktori/.../artikel_versi_bahasa_Indonesia ( 
Diakses Pada tanggal 7 Oktober 2018 Pukul 15.20 Wita) 
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Jabbar (35 Tahun), Wiraswasta/Ketua TPS, Wawancara, Sinjai, 3 September 2018. 
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meskipun beredar pembagian hadiah atau sumbangan di tengah-tengah 
masyarakat tidak ada yang menindak lanjuti. Hal tersebut sudah menjadi 
kebiasaan yang membudaya dan dianggap biasa-biasa saja. Bahkan kebiasaan 
tersebut tidak hanya ditemukan di Kabupaten Sinjai akan tetapi di Kabupaten-
kabupaten lain juga terjadi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para 
Mahasiswa yang berasal dari Daerah dan Kabupaten yang berbeda-beda. 
Ramlan Surbakti (Kompas, 2 April 2005), mencatat bahwa peluang 
munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni 
Pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar 
sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa 
yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan 
dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui 
dengan pasti karena berlangsung di balik layar.  Kedua, calon yang diperkirakan 
mendapat dukungan kuat, biasanya  incumbent, akan menerima dana yang sangat 
besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah 
tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan 
undang-undang.  
Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang  
memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima.  Ketiga, untuk 
kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 
pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha 
yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan 
siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak 
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terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan 
calon yang dikehendakinya melalui "perantara politik"  yang ditunjuknya di setiap 
desa. Keempat, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, 
perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan 
calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi 
seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui "perantara politik" di 
setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi pasangan calon”. 
Jika Ramlan Surbakti masih melihat potensi politik uang dalam Pilkada, 
Didik Supriyanto mengangkatnya dari fakta empiris. Menurutnya, berdasarkan 
aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi 
empat lingkaran sebagai berikut:  (1)  Lingkaran  satu,  adalah transaksi antara elit 
ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi 
pengambil kebijakan/keputusan politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah 
transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang 
mempunyai hak untuk mencalonkan; (3)  Lingkaran tiga,  adalah transaksi  antara 
pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang 
mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4)  Lingkaran 




Pemberian sumbangan saat menjelang pemilihan Kepala Daerah tentu 
menjadi kabar baik bagi segelintir orang dan menjadi kabar buruk bagi sebagian 
orang. Kabar baiknya tentu dirasakan oleh masyarakat berdasarkan hasil 
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Transkrip Diskusi Publik Terbatas  “Politik Uang Dalam Pilkada”, Hotel Acacia- 
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wawancara pada tanggal 4 September 2018 di kediaman salah satu warga Desa 
Saotengah mengemukakan bahwa, tidak dipungkiri pasti ada rasa senang jika 
mendapatkan hadiah dari kandidat calon Kepala Daerah sebagai adanya bentuk 
perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat, dan hal tersebut akan sangat 
berpengaruh di pemungutan suara karena warga beranggapan siapapun yang 
memberikan sumbangan itulah yang layak dipilih,
7
 hal demikian juga 
dikemukakan oleh Andi Hasni yang sudah sering mendapatkan sumbangan dari 
para kandidat calon mulai dari calon Kepala Daerah, Kepala Desa, bahkan Calon 
DPR berupa sembako, sarung, tas, jilbab, pakaian, bahkan uang. Menurutnya 
kandidat calon yang memberikan sumbangannya itu wajib dipilih karena 
menurutnya jika calon tersebut sudah bermurah hati memberikan banyak hadiah 
atau sumbangan sebelum terpilih, lebih-lebih lagi jika sudah terpilih maka warga 
masyarakat akan sejahtera dan pembangunan daerah akan lancar.
8
 
Menurut pendapat Topo santoso, jika jarak hukum dengan praktiknya kian 
jauh, hukum itu jadi aturan yang sekarat bahkan mati. Aturan yang dilanggar 
berkali-kali, tidak bisa ditegakan dan pelakunya tidak dijatuhi sanksi dan  akan 
menjadi sia-sia pengaturannya. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan tahun 
2009, panwaslu diseluruh  Indonesia membawa puluhan kasus ke sistem peradilan 
pidana. Ironisnya, meski dalam puluhan kasus pelakunya dinyatakan tidak 
bersalah atau tidak terbukti karena pelanggaran tindak pidana pemilu, ada 
beberapa tindak pidana pemilu yang hampir “tidak pernah teruji” di pengadilan, 
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misalnya tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye.
9
 
Diperlukan adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum dengan pihak 
Bawaslu. Ini merupakan suatu delik yang unsur-unsurnya dapat menguntungkan 
diri pribadi danbersifat melawan hukum. Bawaslu sebagai badan pengawas 
pemilu yang menerima laporan pelanggaran yang merupakan suatu tindak pidana 
diharuskan untuk meneruskan laporan tersebut ke aparat penegak hukum dan di 
adili di Pengadilan Negeri. Penjelasan tersebut sejalan dengan yang dikemukan 
oleh Pak Suherman sebagai anggota Panwaslu di Kecamatan Tellulimpoe, 
Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran pemilu 
maupun pilkada harus ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang dan itu menjadi 
tugas Panwaslu dan Bawaslu untuk senantiasa siaga terhadap kasus-kasus 
pelanggaran yang terjadi termasuk kasus pemberian sumbangan saat menjelang 
pemilihan Kepala Daerah.
10
 Namun ironisnya, berdasarkan hasil penelitian dari 
sekian banyak kasus pemberian sumbangan yang ditemukan ditengah-tengah 
masyarakat khususnya di Kecamatan Tellulimpoe tidak pernah sekalipun Ia 
menemukan yang serupa. Akan tetapi menurut keterangannya salah satu teman 
beliau yang juga merupakan anggota Panwas di Kecamatan Tellulimpoe 
menemukan kasus money Politic yaitu adanya keterlibatan aparat Desa dalam 
proses kampanye saat menjelang pemilihan Kepala Daerah. Namun, kasus 
tersebut tidak sampai di meja hukum. 
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Dalam perjalannanya bahwa politik uang ini merupakan tindakan 
membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasan makna. 
Sedangkan menurut Erna Sulista Dewi pelaku politik uang adalah para aktor-aktor 
politik yang melakukan tindakan money politic secara sadar. Mereka memainkan 
perannya secara tepat dan cepat untuk mempengaruhi masyarakat dengan 
menyuguhkan iming-imingan sumbangan saat menjelang pemilihan Kepala 
Daerah, tentu suguhan tersebut berdampak pada pemilihan suara” Siapa yang 
memberi dia yang akan menerima” begitulah ungkapan yang dijelaskan.11 Tentu 
dibalik penjelasannya ada bentuk keprihatinan terhadap fenomena yang ada, 
menurutnya praktek money politic apapun jenisnya dan dikemas dalam bentuk 
apapun itu jelas menyalahi aturan dan para penegak hukum harus peka dengan hal 
itu. 
 Kemudian politik uang sendiri dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara 
demi tersampaikannya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari 
calon pemilih. Seperti yang disebutkan Hastuti dkk (2012) bahwa cara penyebaran 
politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu : 
1. Kampanye : Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan 
secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu 
tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam 
kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang 
berupa sembako maupun atribut atribut lainnya. 
2. Serangan fajar : Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan 
dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat 
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tertentu dalam pemilihan umum. Selain itu, politik uang yang diberikan oleh 
pelaku (pemberi) kepada pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk atau wujud. 
Dalam hal ini menurut Hastuti bentuk atau wujud politik uang dibagi menjadi tiga 
antara lain:  
a.  Uang : uang tunai dibagikan secara langsung kepala pemilih. Lazimnya 
pemberian uang secara langsung ini sangat bervariasi disetiap pemilihan umum 
berlangsung. 
b.  Barang : bentuk politik uang yang kedua adalah berupa barang, barang yang 
dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun sovenir dan yang 
lainnya. 
c. Kolektif kelompok : politik uang ini dilakukan dengan cara pengumpulan 
kelompok dengan pemberian sumbangan berupa bantuan pembangunan sarana 
dan prasarana maupun pemberian janji-janji politik ketika kandidat nantinya 
terpilih dalam kontestasi pemilihan.
12
 segala bentuk penyebaran politik uang 
tersebut telah dirasakan di tengah-tengah masyarakat termasuk warga Desa 
Saotengah bernama Kasmin, ia menjelaskan bahwa dari sekian banyak warga 
masyarakat yang mendapatkan sumbangan ia termasuk salah satu didalamnya 
bukan hanya pemberian dari satu kandidat calon bahkan lebih. Kerena 
menurutnya siapapun yang membagikan sumbangan baik dalam bentuk uang 
maupun barang maka ia akan dengan senang hati menerimanya. tentu tidak akan 
ada egoisme pada saat pemungutan suara karena jika dua kandidat calon yang 
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Hastuti dkk, Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan dan desa 
Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal  (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), h. 8-9. 
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memberikan sumbangan maka suara di keluarga besarnya juga akan terbagi dua.
13
 
Hal tersebut juga dirasakan oleh keluarga Ibu Nita yang bermusyawarah terlebih 
dahulu di keluarga besarnya untuk menentukan hak pilihnya saat Pemilu maupun 
Pilkada sebagai bentuk terima kasih kepada para kandidat calon atas segala bentuk 
pemberian baik berupa pemberian untuk pribadi maupun pemberian dalam 




Praktik money politic pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai 
ditemukan bahwa tindakan agen di dalam praktik money politic tersebut terbentuk 
mulai dari interaksi agen yang membentuk suatu rutinitas dan terjadi di dalam 
ruang dan waktu di dalam kegiatan kampanye, pengumpulan tim sukses, kegiatan 
keagamaan, silaturahmi, warung sebagai arena politik dan pawai, semua ini adalah 
tindakan yang merupakan bagian dari praktik politik yang terus mewabah di 
tengah-tengah masyarakat. 
 Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan  
untuk berperan aktif dan mengubah kebiasaan-kebiasaan praktek money politic 
tersebut agar terciptanya pemilihan secara damai, jujur, dan adil. Dalam hal ini 
pemerintahlah yang harus peka karena  kesadaran dalam diri masyarakat terbentuk 
karena adanya sebuah praktik sosial dari pemimpinnya di dalam ruang dan waktu. 
Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mengubah persepsi masyarakat 
yang selama ini menganggap politik uang adalah hal yang biasa bahkan sangat 
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Kasmin (34 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Sinjai, 3 September 2018. 
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wajar saat menjelang pesta demokrasi, khususnya warga masyarakat di 
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 
C. Ketentuan Mengenai Pemberian Sumbangan Pemilihan Kepala Daerah 
Menurut Undang-Undang Pemilu 
 
Dalam  Undang  Undang Nomor 3 Tahun 1999  Pasal 73 Ayat (3)  
Tentang Pemilihan  Umum  berbunyi:
15
 "Barang siapa pada waktu 
diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan 
pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan 
haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara 
tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana 
itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau 
janji berbuat sesuatu." 
Secara hukum  praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam 
kenyataannya modus  pemberian sumbangan tetaplah menjamur, hal ini 
dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang 
atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan money 
politic. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara 
hukum ia pasti kena jeratan hukum juga.  Telah dijelaskan dalam  Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008  Pasal 84  Tentang  Pemilu  Anggota DPR, DPD 
dan DPRD  yang berisi bahwa dalam hal terbukti  dalam  pelaksanaan  kampanye 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 
peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR, DPRD 
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H. Nursyahid HN, Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu  (Cet.  
I; Jakarta:Panca Usaha, 1999), h. 20. 
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Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD 
tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang 
ini. 
Dalam UU  No. 32 Tahun 2004 Tentang Pilkada juga mengatur larangan 
money politic, misalnya dipasal 117 ayat (2) yang berisi:  “Setiap orang yang 
dengan sengaja memberi  atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada 
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon 
tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat 
suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan  atau denda paling sedikit Rp. 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah).”  




1.  Penerima uang atau harta (suap)  yaitu orang yang menerima sesuatu dari 
orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan 
permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh  syara‟, baik berupa 
perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang 
menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap 
masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup 
kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau 
mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. 
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Abdullah Bin Abdul Muhsin,  Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii’atil Islamiyyati (Jakarta: 
Gema Insani, 2001), h. 11. 
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2.  Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang  
atau jasa untuk mencapai tujuannya.  Pemberi suap ini pada umumnya adalah 
mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan 
kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu 
dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin 
menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara 
untuk dapat menang. 
3.  Suapan berupa uang atau  harta yang diberikan.  Harta yang dijadikan sebagai 
obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain -
lain. 
Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikanatau 
memberikan uang atau materi  lain untuk memengaruhi pilihan atau 
mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya.
17
Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara 
substantif, regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam 
UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada). Di dalamnya masih 
terbuka celah untuk disiasati karena  terkadang pemberian-pemberian tersebut 
dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur 
pada masyarakat, perlombaan olah  raga seperti jalan santai dengan hadiah atau 
doorprize, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah.
18
 
Apalagi menurut  UU No. 8 Tahun 2012  Pasal 301  Tentang  Pemilu 
mengisyaratkan tiga hal  tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan 
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Jeremy Pope, Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional  (Jakarta:  
Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 77. 
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Jeremy Pope, Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas Nasional, h. 28.   
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hari pencoblosan. Tiga  regulasi  itu mempunyai aturan berbeda. Di masa 
kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di 
timkampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai UU adalah pemilih 
itu sendiri. padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar 
Pemilih Tetap (DPT).  Maka terdapat celah jika pelaku itu tak terdaftar di DPT. 
Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam UU tersebut adalah bagi siapa 
saja, namun  yang diberi sanksi adalah pemberi  uang saja. Sedangkan dalam UU 
Pemerintahan  Daerah maupun dalam  UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
Pasal 42,  hanya menjerat peserta  pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran 
politik uang, padahal belum tentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukan 
oleh orang lain sebagai suruhan dan/atau merupakan tim bayangan. 
Selain itu, terkait dengan pemberian sumbangan saat menjelang pilkada 
baik pemberi dan penerima diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
1. UU Nomor 10 Tahun 2016 
Pasal 187A: 
a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung 
untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, 
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak 
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana 
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dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) 
bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 
b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1). 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Diatur dalam  BAB V:Penyertaan dalam Tindak Pidana  
Pasal 55: dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Pasal 149 
a. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak 
memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling lama empat ribu lima ratus rupiah. 
b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima 
pemberian atau janji, mau disuap.
19
 
 Pemberian sumbangan bukan hanya terjadi dalam pemilukada saja, bahkan 
sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik politik uang di masyarakat telah 
berlangsung dari pemilu ke pemilu. Hal itu biasa dilakukan oleh para kandidat 
maupun parpolnya dengan beragam cara, baik dengan cara konvensional berupa 
pemberian berbentuk uang, baik itu sedekah yang biasa dikenal dengan serangan 
fajar maupun transportasi kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak 
dan gula kepada ma syarakat, pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas 
sosial, pemberian kupon yang akan diuangkan pasca pemilu dengan tujuan untuk 
menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya kepada peserta 
pemilu yang bersangkutan. Praktik money politic ini banyak dilakukan oleh 
peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum 
akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan 
banyak anggota masyarakat menganggap money politic sebagai rejeki musiman 
yang sayang ditolak. 
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Sumbangan Menjelang 
Pilkada 
Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan 
manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek/bidang 
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kehidupan, kapan  pun dan di mana pun. Hal ini tercermin dalam firman Allah 
dalam QS. al-An‟am/6 : 38 
                                 
            
Terjemahnya: 
“Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 
Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 
Tuhanlah mereka dihimpunkan”.20 
Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian terdahulu bahwa politik 
uang sama dengan suap menyuap atau risywah. Sedangkan mengenai perbuatan 
suap menyuap ini, larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad 
Saw. Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap 
itu sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik 
penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan 
salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbuatan 
yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan 
suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi 
dan menggunakan hasil politik uang yang diqiyaskan dengan suap menyuap ini 
terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran yaitu:  
1.  Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Mudatsir/74 : 1-7 
                                
                            
Terjemahnya: 
1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 
2. bangunlah, lalu berilah peringatan! 
3. dan Tuhanmu agungkanlah! 
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4. dan pakaianmu bersihkanlah, 
5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 
6. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) 
yang lebih banyak. 
7. dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. 
 
2.  QS. al-Baqarah/2 : 188  
                            
              
Terjemahnya: 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui”.21 
Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ini melarang manusia untuk 
memakan harta  sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari 
umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba 
menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, 
padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.  
Imam al-Qurthubi mengatakan, “Makna ayat ini adalah bahwa barang 
siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat 
maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk 
memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang 
memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu 
yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.”22 Selanjutnya 
dalam hadist nabi: 
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 م حك ُحلْا  ِف ىِشَتحرُمحلاَو ىِشاَّرلا -ملسو ويلع للها ىلص-  ِوَّللا  ُلوُسَر  َنَعَل  َلاَق  ََةرح َيرُى  ِبَأ  حنَع  
.(دحما هاور) 
“Abu Hurairah radliyallahu‟anhu, ia berkata: “Rasulullah Saw melaknat 
orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum (HR. 
Ahmad)”.23 
Suap terjadi sebagai ungkapan gejala venalitas yang makin merebak. 
Secara sosiologis, istilah venalitas menunjuk pada suatu keadaan saat uang bisa 
digunakan membayar hal-hal yang secara hakiki tidak bisa dibeli dengan uang. 
Keadilan bisa dipertukarkan dengan uang. Begitu pula dengan pasal-pasal dalam 
kebijakan. Dalam uang, terdapat faktor ekonomi yang bernama keuntungan. 
Dalam jangka pendek, suap paling mudah dilakukan karena langkah itu akan 
memotong serangkaian prosedur demokrasi yang rumit dan melelahkan serta 
hanya akan menghasilkan "keadilan" yang tidak diinginkan. Elite politik dan 
ekonomi melihat suap sebagai langkah potong kompas yang bisa dilakukan untuk 
menghindari dirinya menderita kerugian secara ekonomis. Dalam Islam orang 
atau oknum yang melakukan suap menyuap adalah perbuatan yang sangat dibenci 
dan dilaknat oleh Rasulullah saw. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi: 
 
 للها ىلص ِوَّلَلا ُلوُسَر َنَعَل ( :َلَاق -اَمُه ح نَع ُوَّلَلا َيِضَر- ٍوِر حمَع ِنحب ِوَّلَلا ِدحبَع حنَعَو
 ُيِذِمحر ِّ تَلاَو ,َد ُواَد ُوَبأ ُهاَوَر ) َيِشَتحرُمحلاَو يِشاَّرَلا ملسو ويلع 
 
 “Dan diriwayatkan dari Abdullah bin „Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: 
“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi 
suap dan yang menerima suap”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).24 
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 Http//almanhaj.or.id 7004-suap-mengundang-laknat.html (diakses pada tanggal 15 




3.  QS. an-Nisa/4 : 29  
                          
                         
Terjemahnya; 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.25 
Surat an-Nisa/4: 29 ini disamping menyampaikan larangan memakan harta 
sesama secara batil, juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif 
dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai 
harta sesama.  
 
4. QS.  an-Nisa‟/4 : 30  
                      
        
Terjemahnya: 
“Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, 
Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian 
itu adalah mudah bagi Allah”.26 
Surat an-Nisa`ayat 30 ini memastikan ancaman bagi orang yang tetap 
memakan hasil suap menyuap setelah mengetahui Allah melarang untuk 
memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka 
dinilai Allah telah berbuat zalim menentang larangan-Nya.  
 
                                                                                                                                                                                      
24
 http://shohibustsani,blogspot.com/2013/07/hadist_larangan_menyuap.html (Diakses 
pada tanggal 01 Desember 2018 pukul 11.56 Wita). 
25
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 83. 
26
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 83. 
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5.  QS. an-Nisa‟/4 : 31  
                            
    
Terjemahnya: 
“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang 
kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu 
(dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang 
mulia (surga)”.27 
Surat an-Nisa‟/4 : 31 ini memberikan harapan surga bagi mereka yang 
menghindari dosa besar, yaitu Allah akan menghentikan keburukan-keburukan 
dalam hidupnya dan akan memasukkannya kelak ke dalam surga-Nya yang terpuji 
dan mulia. 
Keempat ayat dari firman Allah tersebut,  
a. QS. al-Baqarah ayat 188 melarang memakan,  
menggunakan dan memakai hasil suap. 
 b. QS. an-Nisa‟ ayat 29 di samping melarang juga menunjukkan jalan keluar dari 
praktik suap dan politik uang.  
c. QS. an-Nisa‟ ayat 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja yang 
membangkang terhadap larangan-Nya dengan tetap memakan, memakai dan meng 
gunakan hasil suap dan money politics.  
d. QS. an-Nisa‟ ayat 31 menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang 
menghindarinya.  
Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai 
dan menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta 
saling menguatkan.  
                                                                   
27
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 83. 
58 
 
Pertama, memberikan larangan. Kedua, mem-pertegas larangan sekaligus 
menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. 
Ketiga,menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang. Keempat, 
menjanjikan ganjaran surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka yang peduli 
terhadap larangan dan perintah-Nya. 
Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang yang bisa merusak 
mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-
minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasan yang dimilikinya seberapapun 
kecilnya kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Sesuai dengan firman Allah Swt. 
QS. al-Anfal/ 8 : 25  
                            
    
Terjemahnya: 
“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa 
orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah 
Amat keras siksaan-Nya”.28 
Menurut tafsir al-Allâmah al-Syaikh al-Sa‟di, menyatakan bahwa ayat ini 
memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kezaliman 
tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang 
orang melakukan kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat 




                                                                   
28
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 130. 
29
Http:// Inspirasi Islami“Tafsir al- Sa‟di  {Q.s. al-Anfal: 25};nahi mungkar.Com (Diakses 
pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 00.22 Wita). 
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Makna ayat ini diperjelas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dari „Adi 
bin „Umairoh rodhiyallaahu „anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah 
Saw. Bersabda “Sesungguhnya Allah „azza wajalla tidak akan menyiksa 
masyarakat luas karena perbuatan sebagian orang, sehingga mereka melihat ke-
mungkaran di tengah-tengah mereka (dan tidak mengingkarinya sama sekali), 
padahal mereka mampu mengingkarinya; maka jika mereka berbuat seperti itu, 
Allah akan menyiksa pelaku kezholiman dan masyarakat umum”.30 
Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara berjenjang dan saling 
menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah Swt., bahwa memakan, 
memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya 
telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, menghindar 
dari arahan dan tuntunan-Nya, dan menentang ancaman-Nya serta tak peduli 
terhadap kasih sayang-Nya.  
Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil 
suap diperkuat pula dengan ijtihad para mujtahid terdahulu. Sebagaimana disitir 
oleh Muhammad „Ali al-Syaukani, dinyatakan bahwa Ibn Ruslan menguatkan 
keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman Allah QS.  al-Maidah/5 : 42  
                      
                              
        
Terjemahnya: 
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram, jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
                                                                   
30
Http:// Inspirasi Islami“Tafsir al- Sa‟di  {Q.s. al-Anfal: 25};nahi mungkar.Com (Diakses 
pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 00.22 Wita). 
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diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari 
mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara 
itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil”.31 
 
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram (hasil suap dan sebagainya)…  
Ibn Ruslan mengartikan lafaz “al-suhtu”dalam QS.  al-Ma‟idah/5 : 42 tersebut 
dengan “hasil suap” itu merujuk kepada pengertian lafaz “al-suhtu”menurut Ibn 
Mas‟ud r.a., yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini 
Abu Wa‟il seorang mujtahid dari kalangan tabi‟in menegaskan bahwa seorang 
yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya dia 
telah memakan hasil suap.  
Menurut Muhammad „Ali al-Syaukani mempertegas lingkup dan cakupan 
keharaman memakan hasil suap berdasarkan Sunnah Rasul berikut: 
“Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan 
hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka 
dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu 
riba”.32 
Muhammad „Ali al-Syaukani menjelaskan bahwa menurut teori makna 
lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu seluruh 
jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang 
terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun bukan 
pejabat, semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu riba yang terbesar. 
Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram. 
Mengenai perilaku suap menyuap akan mendapatkan laknat baik laknat itu 
datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya. Kata “laknat” berasal dari bahasa 
                                                                   
31
Kementrian Agama RI, Al-Quran Terjemah dan Tajwid, h. 115. 
32
 Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Ahmad Muhammad Shakir, Musnad Ahmad, Buku II, 
No. 9019  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 387. 
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Arab sebagaimana dimuat dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A‟lam 
yang artinya “sesuatu yang bernilai paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi 
“melaknat”artinya “menetapkan nilai suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai 
baik”. Kata-kata “laknat” itu sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Dengan 
demikian kata “laknat” itu adalah kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang 
terlaknat itu tercela dan terkutuk. 
Allah saja yang melaknat penyuap dan penerima suap terkena kutukan, 
begitu juga Rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena 
kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai 
keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi 
suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya.  
Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum 
(„illah hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan 
menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. 
Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya 
adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. 
Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan 
kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu di-berikan atau diterima. 
Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijmak akan 
haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn 
Qudamah, Ibn al-„Atsir, dan al-Shan‟ani, semoga Allah merahmati mereka semua. 
Imam al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para 
ulama telah sepakat akan keharamnnya.
33
 
Imam al-Shan‟ani mengatakan, “Dan suap-menyuap itu haram 
berdasarkan ijmak, baik bagi seorang qadhi (hakim), bagi para pekerja yang 
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Ibn Qudamah, Al-Nihayah  Fi  Gharib  Al-  Hadith  Wa Al-Athar, Juz XI (Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2007), h. 437. 
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menangani sedekah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. al-
Baqarah/2 : 172  
                          
    
 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-
benar kepada-Nya kamu menyembah”. 
Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman Al-Bassam mengatakan, “Suap 
menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 
melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat 
tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa besar. ” 
Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas di atas 
terlihat bahwa suap menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam 
Rasulullah Saw. dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dan 
terjauhkan dari rahmat Allah. 
E. Analisis Pembahasan 
Pada pembahasan ini, setidaknya peneliti akan melihat keterkaitan antara 
praktik money politic dan kesadaran agen dalam kontestasi  Pemilihan Kepala 
Daerah. Dimana dalam praktik money politic ada keterlibatan agen di dalam 
praktik  money politic, tindakan agen di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 
juga disadari dalam tindakannya. 
Jika dilihat dalam strukturasi Giddens peneliti melihat adanya struktur 
yang bermain dalam praktik money politic, maupun kesadaran agen dalam 
kontesnsi pemilihan kepala daerah. peneliti melihat, didalam tindakannya mereka 
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memainkan dan mereprodusi struktur dengan sedemikian rupa. Didalam struktur 
inilah politik uang juga dimainkan sebagai upaya pemenangan kandidat calon 
kepala daerah Hasil penelitian ini telah dipaparkan bahwa praktik money politic 
telah terjadi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh agen pada kegiatan 
kampanye. 
Tindakan inilah yang kemudian disebut sebagai korupsi pemilu dimana 
praktik money politic ini telah dilakukan sebelum pemilihan kepala daerah 
berlangsung dan dilakukan oleh kedua kandidat calon kepala daerah. kemudian 
setelah terpilihnya kandidat sebagai kepala daerah dan mempunyai dominasi hal 
yang terlihat dari penelitian ini adalah adanya hubungan interaksi antara kepala 
daerah terpilih dengan pendukungnya. Yang kemudian terlihat adanya hubungan 
lain yang mengarah pada pembentukan struktur baru setelah pemilihan kepala 
daerah. 
Dari penelitian ini, peneliti mendapat hasil pertama, praktik money politic 
yang telah terjadi dilakukan oleh 3 agen yaitu calon kepala daerah, tim sukses, 
dan pemilih. Praktik money politic dilakukan melalui kegiatan kampanye dengan 
membagikan uang tunai, barang, sumbangan maupun janji-janji politik pada 
pemilih. 
Pada akhirnya peneliti melihat, dalam sebuah kesatuan bahwa di dalam 
kontestasi pemilihan kepala daerah khususnya di Desa Saotengah pelanggaran 
dalam bentuk korupsi pemilu tidak bisa dihindarkan dalam rangka 







Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktik pemberian sumbangan menjelang pemilihan Kepala Daerah di Desa 
Saotengah Kecamatan Tellulimpoe di Kabupaten Sinjai terbentuk mulai dari 
interaksi agen yang membentuk suatu rutinitas dan terjadi di dalam ruang dan 
waktu di dalam kegiatan kampanye, pengumpulan tim sukses, kegiatan 
keagamaan, silaturahmi, warung sebagai arena politik dan pawai, semua ini 
adalah tindakan yang merupakan bagian dari praktik politik yang terus 
mewabah di tengah-tengah masyarakat. Adapun cara yang dilakukan oleh agen 
dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud 
dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada expert agen (kandidat 
calon Kepala Daerah dan tim sukses) dan lay agen (pemilih selain tim sukses) 
berupa sumbangan, sembako, uang tunai, barang dan pemberian janji-janji 
politik seperti pembangunan infrastruktur. 
2. Ketentuan pemberian sumbangan menjelang  Pemilihan Kepala Daerah 
menurut Undang-undang pemilu baik pemberi dan penerima diatur dalam UU 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, 
serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 




2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Diatur dalam  BAB V: 
Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 dan Pasal 149. 
3. Perspektif Hukum Islam tindakan pemberian sumbangan sama dengan suap 
menyuap atau risywah. Sedangkan mengenai perbuatan suap menyuap ini, 
larangannya telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. 
Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu 
sendiri diturunkan Allah Swt. bersamaan dengan larangan melakukan praktik 
penyembahan terhadap berhala, lebih dahulu dari pada perintah melaksanakan 
salat lima waktu. Hal ini menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah 
perbuatan yang harus dijauhi karena dapat menyebabkan ketidakadilan, dan 
mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dapatlah dikatakan bahwa 
hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil politik uang yang diqiyaskan 
dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran 
diantaranya adalah Al-Qur’an surah Al-baqarah ayat 188.  
B. Implikasi Penelitian 
1.  Bagi  masyarakat  disarankan  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  mengurangi 
perilaku  money politic  yang dilakukan oleh expert agen. Cara yang dapat  
dilakukan oleh  masyarakat  yaitu  tidak  menerima  pemberian  barang  atau  
uang  saat  ada pemilu maupun pilkada dan masyarakat harus berani 
melaporkan adanya praktik money politic kepada  pihak yang berwenang.  
Bagi calon Kepala Daerah  juga  disarankan untuk memahami dan menyadari  
bahwa  money politic  merupakan tanggungjawab moral kepada masyarakat 
dan kepada Tuhan. 
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2.  Bagi  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  dalam  pemelihan  umum, 
disarankan  untuk  membenahi  peraturan-peraturan  mengenai  pemilu, 
mengingat undang-undang  yang digunakan sebagai acuan pemilu 
mendefinisikan  politik  uang masih  bersifat  umum, maka  pihak  
pemerintah dalam  pembuatan  undang-undang  dalam pemilihan umum  
khususnya  dalam praktek  money  politic  perlu  ketegasan yang lebih  
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1. Bagaimana praktik money politic di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten
Sinjai?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberian Sumbangan
sebelum Pemilihan Kepala Daerah?
3. Apakah masyarakat tidak risih dengan pemberian Sumbangan yang
dilakukan oleh oknum tertentu pada saat menjelang Pemilihan Kepala
Daerah?
4. Bagaimana pendapat tokoh agama dan masyarakat mengenai pemberian
Sumbangan yang dilakukan oleh oknum tertentu pada saat menjelang
pemilihan Kepala Daerah?
DOKUMENTASI PENELITIAN
Wawancara dengan salah satu PANWASLU Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten
Sinjai yang bernama Herman (34 Tahun) yang berprofesi sebagai Perawat, Sabtu,
7 September 2018.
Wawancara dengan Ibu Sulastri Ningsih (36 Tahun) yang merupakan Tim Sukses
salah satu calon Bupati Daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 4 September 2018..
DOKUMENTASI PENELITIAN
Barang pemberian salah satu calon Kepala Daerah Kabupaten Sinjai yang
diperlihatkan langsung oleh masyarakat.
Wawancara dengan Ibu Kasmin (34 Tahun) yang merupakan salah satu warga
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang bekerja sebagai Ibu Rumah
Tangga. Pada tanggal 3 September 2018.
DOKUMENTASI PENELITIAN
Barang pemberian salah satu calon Kepala Daerah Kabupaten Sinjai yang
diperlihatkan langsung oleh salah satu warga Kecamatan Tellulimpoe.
Wawancara dengan warga masyarakat Tellulimpoe Ibu Andi Hasni (35 Tahun)
yang berprofesi sebagai wiraswasta, pada tanggal 3 September 2018.
DOKUMENTASI PENELITIAN
Wawancara dengan Ketua TPS bernama Jabbar (35 Tahun) pada tanggal 3
September 2018
Wawancara dengan Ibu Nita Hasan (36 Tahun) salah satu saksi luar saat
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 September 2018
Wawancara dengan Mahasiswi bernama Erna Sulista Dewi Hasan (23 Tahun) di
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 8 September 2018.
DOKUMENTASI PENELITIAN
Wawancara dengan warga Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe
Kabupaten Sinjai pada tanggal 4 September 2018
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- ReKor UIN Afauddin Makassar di Samata Gowa, ( Sebagai Laporan )
: Nur Hastuti
:10200114098
: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
: Kamis 01 November 20'18
: Ujian Seminar Hasil/Skiipsi
: "Tinjauan Hukum lslam terhadap Perni;ri'i::^ S,.,rniranqan Sebelum
Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sinjai)."
: a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan da,r ketenluan Ujian Sem,nar
Hasil/Skripsi,
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas,rnaka p,':rlu diiunjuk P3n;iia dan
Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Kef,utusan ini dipanCang cakap dan
mer.renuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
'" 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2C03 tentang Sistem Pendidikan l.Jasicnal;
2. Peratui-an Pemerintah Ri |Jomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraair Pendidikan TinrrEgi
dan Pengelolaan PerguruanTinggi,
3. Keputusan Menteri Agama Rl. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang
Pemberian Kuasa darr Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4- Keputusan Menteri Agama Rl. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuia UllJ Alauddin il,lakassar;
5. Peraturan Menteri Agama Rl. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraiuran Menteri Ag.rma Rl Nonior
BS tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin l,'lakassar,
6. Keoutus3. UIN Rektor UlN Alauddin Makassar Ncmor 200 Tahun 2016 tentano Pedoman
Edukasi UIN Alauddin Makassar.
MEMUTUSKAN
.
. Membenluk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasi,/Skrips' Far'uftas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.
: Dr. Kqmiati, M.H.l.
: Dr. Alimuddin, M.Ag.
: 1. Nurhayati Wahid
2 Mr.rstaia
: Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surqt Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
DIPA/APBI.I/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keputqsan ini disampaikan kepada masing-masing yarg bersangkutan untulr diketahui dan dilaksanaka dengan penuh
tanggung iawab.
Ditefapkan di : Samata Gowa
t Pada tPnggal : Oktober 2018)7Deran.
,f,,{ '
Prof. Dr. Darussaflm,. M.Ag
NrP. 19621020 1FOO3 1 003
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Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd
Pelaksana
























Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian
Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah diilaksanakan pada :
: Nur Hastuti
:102001 14098
: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
:Rabu 25 Juli 2018
:Pukul 09.00-1 0.00 Wita
:Ruang Jurusan HPK
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: 1 0200'1 14098
. Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
: Rabu 25 Juli 20'18
. Ujian Seminar Proposal/Skripsi
: " Tinjauan Hukum lslam terhadap Pemberian Hadiah atau Barang
Pasca Pilkada (Studi Kasus Desa Aska Kec. Sinjal Selatan Kab.
Sinjai)."
a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas,maka pertu ditunjuk
Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinnggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi,
3. Keputusan Menteri Agama Rl. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998
tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4 Keputusan Menteri Agama Rl. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin
Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama Rl. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama
Rl Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Atauddin Makassar;
6. Keputusan UiN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang
Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
MEMUTUSKAN
Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syari'ah dan




Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
penuh tanggung jawab.
Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
: Prof. Dr. Darussalam. M.Ag
: Dra. Nila Sastrawati, M.Si
: Dr. Kurniati, M.H.l
. Dr. Alimuddin, M.Ag
: 1. Nursyamsi, S.T
2. Ivluh. Amzar
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Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Peneliti : Nurhastuti
Profesi : Mahasiswa
JurusarVFakultas : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Seiiiesier : Viii (Deiapaii)
Alainat : Samata
2. Nama Informan : Nita Hasan
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Lembaga/Kantor : -
Alamat : Desa Saotengah
Dengan ini rnenyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) telah
mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waklu yang telah ditetapkan sebelumnya,
terhitung tanggal 28 Agustus s/d 28 September 2018, yang disesuaikan dengan kondisi d.an
ketersediaan waktu informan. Dernikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan
wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.
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Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Peneliti : Nurhastuti
Profesi : Mahasiswa
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Seiriesier . Viii (Deiapaii)
Alairrat : Saniata
2. Nama Informan : Kasmin
Profesi : ibu RurnaiiTangga
Lembaga./Kantor : -
Alamat : Desa Saotengah
ijeiigan lfii ineiiya-raKan Daiiwa lnaslllg-lllasrlrg plrlai( lpslrsrltr sixll llllullllillr/ ttrral
mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan rvaktu yang telah ditetapkan sebelumnya,
terhitung tanggal 28 Agustus s/d 28 September 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan waktu informan. Dernikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan
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Deiigaii iiii iiietiyaiaLaii baliwa iiiasiiig-n-rasiiig piiiak (peiieliti daii iiiiuiiiiaiil ielaii
mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya,
terhitung tanggal 28 Agustus s/d 28 September 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan waktu infonnan. Demikian dalarn pelaksanaan wa\,vancara dan panduan
wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.
Sinjai, 4 September 2018
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Surat keterangan wawancara yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama Peneliti : Nurhastuti
Profesi . Mahasiswa
Jurusan/Fakultas . Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
O ^--- ^-+^.. I rITT /n --!- -^ --, \,Jsltrtrsrtrr v lrr \ijcrapalt/
Alamat : Sarnata
2. Nama Infonnan . Herman
Profesi : Perawai
Lembagar'Kantor :Kelurahan
Alamat : Desa Saotengah
i,,vttgidrr rrlr rusilyalallillr uililwa rnasrng-nlaslng prirar \peileiili Gai-r iiilorilrafii ieiaii
mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan wal(u yang telah ditetapkan sebelumnya,
terhitung tanggal 28 Agustus sld28 September 2018, yang disesuaikan dengan kondisi dan
ketersediaan rvaktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan
wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan.
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